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(Lembaran Negara Republik Indenesia Takun 2004 Nomior 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44581
Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerall  (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nower 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S045);

o Undang-Undang Nomer 23 Tabun 2014 temtang Pemerintahan

Deieran  (Letnbaran Negars Republik Indonesia Tshun 2013
Womor 244, Tambabdn Lembarin Megara Republik Indonesia
Normor a587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengen  Undang-Undang Nemer & Tshun 2015 tentang
Perubahan Kedug Arss Undang-Undang Nomer 23 Tahun 3614
tentang Pemerinfabian Daersh  (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomar 58. Tambakan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor BHTY;

Peraturan  Pemgrintalr  Momor 23 Tahun 2005  tentang

Pengelalaan Kenangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

-ﬂEg_:a.rEl. E&p_ubiﬂ: Indenesta Nomor 45025

Peraturan Pemerintab Nomer 54 Tahin 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomer 136; Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Horner 4574}

Pergturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negars Republik Indenesia Takun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indenesiz
Nomar 4575)

. Pergturan Pemenntsh Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolasn Keuangan Daprsh (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahuiin 3005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4578),

Peraturan Pemerintazh Neomer 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Kenangar dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indanesia Tahun 2006 Namor 25, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nofmor 46 14);

Peraturan Pemerintah Neomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20160 Nomor 12:3),
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Peraturan Pemerntah  Wamor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun .E',Dl—l Nomeor 92, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 58335

- Peraturan  Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang

Penyelengearaan Pengadasn Tanah Bagi Pemibangunan Untuk
Keperttingan Umum  (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2012 Nomgr 158,

Peratursr Presiden Nomer 16 Tahun 2018 tentang Péngadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indotiesis
Tahun 2018 Nomar 33);

Peraturan Menteri Dalam Neger Momor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Deerah, sebagaimana tetah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menter: dalam
Megeri Nomor 21 Tehun 2011 tentang Peribahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 'Tzahun -'EEI;}_LE_ tentang
Pedoman Pengelolaan Keuargan Daerah (Berita Negars Republik
Indonesia Tahun 3011 Nomor 310}

Peraturar Menteri Dalarn Negert Namer 72 Tahun 20 12 Tentang
Bigya Operasional Dan Bisve Pendukung Penyélengparsan
Pengadaan Tanzh Bagl Pembangunan Untuk Kepentingan Umtm
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nemar 1 120);
Peraturan Menteri Dalam Neger: Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolsan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahiun 2016 Nomor 347}

Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 38 Tahun 2018 téntang
Pedoman Penyusunan Anggeran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 {Beriza Negara Repubiik Indonesia Tahun
2018 Nomor TOL),

1. Peraturan Daegrah MNomor 1 Tahum 2007 entang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
depgan Peraturan Deerali Tomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubiahan Atas PeratUran Daerah Nomor | Tahun 2007 teantang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keusngan Daerab [Lembaran Daerah
Kabupaten Buleleng Tahin 2016 Neomor 5, Tambahan Lembaran
Diaerah Nomior 2,




32, Perdtursn Dserah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2013

ientang Anggaran Pendapatan dan Eclanjg Daerah Kabupaten

Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran: Daerah Kabupaten
Buleleng Tabhun 2018 Nomer 150

MEMUTUSKAN :

Menetapkan = PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2019,

BAE T
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupsai ini yang dimaksud dengan «

1.
2.

i
4,

Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng,

Pemerintah  Dacrah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Buieleng,

Bupati adalah Bupati Buleleng.

Dewan  Ferwalalan Rakyet Dacrah yang  selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakiian rakyat daerah
sebagal ansur penvelenggara pemerintahan daerah:

Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanmjutnya disingkat
SKPD adalah perangkal dacrah pada pemerimitah daerah
selaxul pengguna anggaran/ pengguna barang,

Tim Anggarsn Pemerintzhy Daersh yang  selanjutnya
disingkat TAPD edadah tm  yang dibentuk dengan
kepurusan kepala deerah dan dipimpin oleh sekretans
daerah yang mempunyal  ilgas  menjiapkan  seris
melaksanakan kebiyakan kepala daerab dalam  rangka
penyusunan APBD wang anggoldnya terdirl dari peiabat
perencana dacrah, PPRD dan pejabat lainnya sesusi
-::l-.'m'g_an kebatihian:

Badan Pemefiksa Keuangan yang selanjdtnya disinghkat
dengan BPK adalah iembsga tinggi negara dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia  veng miemiliki  wewenang
memeriksa pengelolaan dan _’L&ﬂﬁg:.;ﬂg jawab kewangan

NEgara,



B. Heuangan Daerah adalah semus hak dan kewsjiban
dacrah dalam rangka penyclenggaraan pemerintahan
daerah yang dapar dimilai dengan uang termasuk
didalamnys scgala bentuk kekayaan vang berhubungan
dengan hak dan kéwajiban daerah tersebut,

9. Pengelolsan Keuanpan Daerah adalah keseliruhan
keglatan  yvang meliput  perencanaan, pelaksangan,
penziausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan
pengawasan keuangan dagrah,

10, Anpgaran  Pendapatan  dan Belanja Daerab  yang
selanjutnya disinglkeat APBD adalal rencana keuangan
tahuman pemerintahan daerah yang dibabas dan
disetujul bersama oieh pemeriniah daerah dan DPRD,
danditetapkan dengan peratursn daefah,

ll.-F‘Em&g_la.ng. Kekuasaan Pengelelaan Keuangan Daerahl
adalah. kepala daerah  yang  karend jabatannya
mempunyal kewenangan menytlenggarakan késeluruhan
pengetolsan keusnpan daerak..

12, Pejabat Pengelola Keuangan Daersh yang selanjutnya
disingicat PPED adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangen dasrah yang selanjutiva  disebut dengarn
kepala SKEPKD yang mempunyal tugas melaksanakan
pengelolaan  APBD dan ber_finda.k sebagal bendahara
urniam daerah,

13: Bendahara Umurm Daersh yarig .s'eia'n_iu-t:;l}'a disinglkat
BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas
sehagai bendahara umum daerah,

14, Peniggura:  Anggaran adalah  pejabat pe:mcga.ng
kewenangan pen ggun aan anggaran untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

15, Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daergh.

16. Pejabat Penatausshazn Pengeuna Barang adalah Pejabat
yang melaksanakan Tuingsi tata usaha barang milik
daerah pada Pengguna Bararng,

17 Huasa Bendahars Umume Daerah. yang selanjunia
disebut Kuasa BUD adalah pejabar vang diberl kuasa
untuk melaisanakan tugas bendahara umum daerah,
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Kugsa Pergguna Anggaran adalah pejabat yang diberi
kussa  untuk melaksanskan sebagian kewenangan
peRgguns anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas
dan firmngsi SKPD,

Pejabar Pémbuat Bomitmen yang selaniutnya disingicat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/
KPA untuk mengambil keputusan dav/atav melakulkan
tindglan  yang dapat mengakibatkan pengeluaran
anggaran belanjs negars/anggaran belanja daersh.
Pejabiat Petigadaan adalah personil ying gitunjuk untuk
melaksanakan  pengadaan  langsung penunjukan
labgsung, dan E-Pyrchasing.

Panitia/Pejabat  Pemenksg  Hasil Pekerjaan  adalzh
panitia/pejabat vang ditetapkan oleh PA/KPA Vang
bertugas memﬁrikaa.éﬁlmmiatrasi- hasil pekerjaan,

-Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atan prang

perscorangsn  yang menveédiakan Barang/Pekeriaan
Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Edinmya,

~Peiabat  Penatausahaan  Keuangan SKPD  vang

selanjutnya disingkat PPK BEPD adalah pejabat vang
meiakesanakan fungst tats uysaha kKeuangan pada SKPD,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjitnya
disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD
yvang melaksanakan satu atay beberapa kegiatan dard
SUAML program sesual dengan bidang tugasnya,
Bendahara Penerimaan adeleh pejabat fungsional vang
ditunjuk untuk menerima, menylmpan, menvetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan dasrali dalam rangka pelaksansan APBD
pada SKPD. |

. Bendahara Pengeluaran adalab. peiabal fungsional vang

ditunjulc  mienerima, menyvimpan, membavarkar,
Lntna;tausﬂ_hﬂhan.. cian m@mpert.angguﬁ_gj;awabkaﬁ uang
untuk  keperluan  belanja. dasrah  dalam  rangka
pelaicsamaan APBD pada SKPD:

Kas Umum Daerah adalah tempat penvimpanan: uang
daerah vang ditentukan oleh kepala daersh untuk
menampung sehoruh penerimaan daerah dan membayar
selurah pengeluaran daerah.

i



<8. Rekening. Kas Uminn Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan Lang dagrah vang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung selurih penerimaan daérsh
dan membayar selurub pengeluaran daersh pada bank
Frang ditetapkan.

29. Pesierimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas
daersh.

30. Pengeluaran Daerah adelah uang varg kelusr darl kas
dasseh.

31, Pendapatan Daerah adalah hak pemeriniah daerah YETIE
digkul sebagal penambah nilal kekayean beesih.

32, Belanja Dagran adalah kewajiban pemerintah daerah
yang diskui sebagal pengurang nilai kekayaan bersih,
E'E.P&mhia}'aan Daerab adalab semua penerimaan Vang
periu dibavar kembali dan/atau pengeluaran yang :alv:-aﬁ
diterima kembali, baik pada tshun anggaran yang
bersangkutan maupun pada  tahus-tahun anggaran

berileutnya:

34, Bisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya
disebut BILPA adalsh selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran  anggeran  selams  s&tu periode
angoararn,

35, Investast adalah pengpunasn aset untuk memperaleh
manfast ekgnomis seperti bunga, dividen, royalii,
maniaat sesial dan/atan manfaat lannya sehingga dapat
meningkatkan kemampusan pemerintah ;zl-alam. rangka
pelayanan kepada masyarakat,

36, Dokumen Pelaksanaan Anggaran SEPD yvang selanjutnyva
disingkat DPA SKPIY merupakan dekumen yvang menruat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagal dasar pelaksanaan oleh periggling anggaran,

27, Dokumen Pelaksanasan Perubahan Anggaran SKPD vang
selanjutnys disingkat TPPA SKPD merupakan dokumen
yang memuat perubshan anggaran pendapatan dan
belanja setiap SKPD yang digunalian sebagal dasar
pelaksanaan oleh pengguina anggaran,

38, Anggaran Kag adalah ;;:ﬂ_n]_-:umen vang memuat perkiraan
aris kas masuk yang bersumber darl penerimaan dan
perkirgan arus kas keluar vang digunskan untik

W



mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai
pelaksamaan APBI setiap _pEri_DﬂE.

39. Burat Penyediaan Dang vang selanjuinya disingkal 3PD
adalah dokumen vang menyatakan tersedianys dana
unituk melaksanakan kegiatan sebagal dasar penerbitan
SPP,

4l Zurat  Permittgan  Pembayaran yvang ‘gelanjutnya
disingltat SPP adalah deokumen yang diterbitkan oleh
peabat yang bertanggung jawab atas  pelakssnasn
kegiatan /bendahara. pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran

41, Burat  Permintaan  Pembayaran  Langsung yang
selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dekumen vang
diaiukan oleh bendahare pengéluaran untuk permintaan
pernbayaran langsung kepads pihak ketiga atas dasar
perianjian kontrek kerja atau surat perintah  Lerjs
lainnya dan pembayaran gajl dengan jumlah penerima,
peruntukan dan wakiu  pembayaran  tertentu  vang
dokumennya disiapkan nleh PPTK.

42. Burat Permnintaan Pembayveran Usng Persediaan vane
selanjutnya disingkat SPP:UP adalah dekumen vang
diajukan oleh bendabara pe:a'gfﬂluﬁran urituk permuintaan
nang muka kerja yang bersifat penglsian. kembeli
[revolving). yang tidak dapat dilakukan dengan
E;:Emﬁa}?m‘a-n langsung.

43.3urat Permintaan Pembayaran Ganti Usng persedizan
yang selanjuinya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang didgjukan oleh bendahara pengeluaran untuk
pEFIIntasn penggant tang persediaan yang tidak dapat
dilakulkan dengan pembayvaran langsung. |

44, Jural Permintsan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan vang selanjuinya disingkat SPP-TU adajah
dokuwmen yang diajul-:ﬁn pleh ‘bendahara pengeluaran
atad  bendahara pengeluaran  pembantu untuk
permintaan  tambahban. uang  persedigan. guna
melaksanalean kegiatan SKPD vang bersifat mendesak
dan tidak dapat digunakata untul pembayaran langsung
dan wang persediaan,
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Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat

SPM adaleh dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh

pengguna anggaran/kussa pengguna “anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKED.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokurien vang diterbitikan aleh
penggung anggaran/kissa pengguna anggaran untuk
penerbitan E‘Pit:- atas heban pengeluaran DPA SKPD

kepada pihak ketiga,

Surgt  Perintah Membayar Uang Persediaan vang
selanjutnya disingkatr SPM-UP adalah doloamen Yang
ditérhithan oleh peng@ing anpgaran/kuasa pengeuna
anggaran untuk pemerbitan S5P2D atas beban beban
pengeluaran DPA S8KPD vang dipergunakan sebagai uang
persediaan untuk mendanar kegiatan, |

Burar Perintah Membayar Gant] Uang Persediaan yang
selanjutnys disingkat BPM-GU adalah dokumen yang
diterbithan oleh pengpuns snegeran ) kuass pengguna
anggaran . untuk penecbitan E-E?f%;D aras: beban
pengeluaran DPA BKPD yang dahanye dipergunakan
untuk  menggant  Gang  persedisEn  yang  telab
dibelamalkan,

Surar Perintah Membayar Tambahan Usang Persediaan
yang selanmjutnya disingkat SPM-TU adalsh dokumen
vang diterbitlkan ‘elely pengguna  anggaran,kuasd
pengguna anggaran uvntuk penerbitan SPZD atas beban
pengeluaran DPA SKPD, karenz kebutuhan dananva
melebini dari jumlah batas paga vang persedisan yang
telah ditetaplkan sesual dengan hetentuan:

Surat Perintzh Pencairan Dana yang selanjutnys
disinghkat SP2D adalah dokumen vang digunakan sebagai
dasar pencairan dans yang  diterbitkan cleh BUD
berdasarkan SPM.

<Uang Persediaan adalah sejumlah uvang {unai yang

disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan
kegiatan operasional sebiari-harn.

Badan Layanan Umum Daerah vang - selanjutnya
disingkat BLUD adalah unit kerja pada 8KPD di
hngkungan pemerintah dderah yang dibentuk untik

W
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memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
periyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamaksan  mencart seuntungan, dan dalam
melakukan keglatannya didasarlan pada prinsip efisiensi
dan produktivitas.

Pegawai Negeri Sipil vang selanjutnya disingkat PNS
adalah wargs negara Indoriesia vang memenuhi syarat
termenin; :_ii,gﬁgha,t sebags Eﬂgawé.i AEN secard tetap oleh
pejabat penibina kepegawsaian unmk menduduki jabatan
permerntahan,

Pegawal Negeni Sipil Dusrah, yanp selanjutnya disingkat
PNSD adalah Calon Pegawal Negeri Sipil dan Pegawai
Negeri Sipil yang gajinve dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah

25, Pembelian secara Elektronik yvang 'shia?njum:;?a_ disebut E-

purchasing adalah tata cars: pembelias barang/jasa
roelalii sistemn katalde elektronik,

Standar AkUntansi Pemérintahan, yang selanjutnya
disingkat SAP, adalah prinsipprnsip akuntansi vang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
Keuangan pemerintah

Turan Wajib PNS Daetah vang selananya disingkar TWP
adaizh adalah iuran yang dipoteng sebesar 10% dari B
pokok dan tanjanpan keluarga PNS Daerah untuk juran
pensiun, iuran tabungan  hari  twa, dsn  duran

pemeliharaan kesehawsn.

Perhitunpgan Pilhak Hetiga adalah merupakan utang

pemierintall  kepada pihak  lain  yang  disebablkan
kedudukan pemerintal sebaga] pemotong pajak ataud
pungutan lamnnysa.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN
adalah pajak vang dikenakan atas setiap pertambahan
nilail dar barang atau jasa dalam peredaranmva dard
produsen ke  konsumen  atau  secara  Cuma-
Cumia/ hadiakh.

Pajek Penghasilan yeng setanjuinya disingkat PPh adalah
Pajak Nf:gém }-‘Eﬂtﬁg:-.lﬂjlﬂ‘.ﬂ_akan terhadap setiap ambahan
kemampuan ekonomis yvang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak, baik vang berasal dari Indonesia maupun

W



dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi
atau untuk menambah kekavaan Wajib Fajak yang
bersangkutan, |

61. Pajak Daerah addlah kontribusi wajith kepada Daerah
yang teruteng cleh orang priladi atau badan vang
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, déngan
bdagk mendapatkan imbalan  secars langsung dan
digunakan untuk keperiian  Daerah  bagl  sehesar
besarnya kemalomursn ralovat,

62, Burat Keterangan Bukt Lapor adalah surat ketérangan
yang diterbitikan oieh Bidang Pendatasn dan Penetapan
Badan Keusngan Daérah atas Belanja makan minum
kegiatan SKPD yang menggunakan penyedis  jasa
catering/restoran/ warling makan atau sejenisnya:

63. Barang adalah setigp benda baik berwujud maupun tidak
Berwiud; bergerak meupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan,  dipaka:, dipergunalkan atau
dimanfasdtkan oleh Pengeuna Harang,

64 Pekerjaan Honstruksi adaiah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang melipud pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, 'pmn‘ibmxgkﬁran, dar  pembangiaran
kembali suatu bangunan: .

65.Jasa Konsultansi adalah jasa layaran profesional vamg
membutaohkan  keahlian  tertenta diberbagai  bidang
kellmuan yang mengutanmiakan adanya olah pikir,

66, Jasa Lainnya sdalah jesa non-konsulians atall jasa
yang membittubkan peralatan, metodologl khusus, dan/
atau keterampilan dalam suanu sistem tata kelola VAN
telan dikenal luas di dunia usaha untul menyelesaikan
suatu pekerjaan,

67.Pengeivld  Pengaduan Barang/Jasa adalah  Pejabat
Fungsional yang diberi tugas, ‘tanggung jawab,
wewenang, dan hal secars penith oleh pejabac vang
berwenang Hntk melaksnnaloan Pengadaan
Barang/.Jaza.

G8. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah  stratesi
Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa
paket Pengadaan E!&;alrang;Jasa sejenis:
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_ Bagian Kedua
Asas Umum Pelaksanaan APED

Basal 2
Semua penerithgan daerab dan pengeltiaran daerah dalam
rangka pelaksangan urusen pemeriniahian daerah dikelols
dalam APED.
Betiap SKPD yang mempunyal tusas mermungut danjatau
menerima  pendapatan daerah  wajib melaksanakannya
berdasarkan keterituan vang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan,
Penerimazan BKFD dilarane digunskan langsung untuk
membiayal  pengeluaran, kecuall ditentukan laln  oleh
peraturan perundang-undangan,
Jumlah belanja yvang diangesclean dalam APBD merupakan
batis tertingel unituk setap pengeluaran belania.
Pengeluaran tidsk dapat dibebankan pada anggaran belanja
jika. untsk pengeluaran ersebut tidak térsedia atau ddakc
eukup tersedia dalam APBY,
Pengeluaran sebagaimana  dimaksud pada ayat (3} dapar
cﬁ*lala;ukan Hka delam keadsan darurat, yang selanjutnyva
diusulkan dalam rancangan perubaban APBD danfatau
disampaikan dalam lapdran realisast anggaran.
Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada avat [Iﬁ_fl
ditetapkan sesuei dengan perstiiran p&mntﬁang~gndang’arj.
Betiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anpgaran belanja daerah untub majusn lain darl vang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pengeluaran anggaran belanjs dasrah sebagaimana dimaksud

‘Byat (B) menggunakan prinsip hemat, tidsk mewah, efekiif,

efisien dan sesuad dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
Paragraf 1
Pelaksana Angsaran SKPD
Pasal 2
Pengguna Anggaran Kodsa Perggunan Anggaran menetapkan
Pelaksana Anggaran SKPD sebapar berikuat
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[
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[

a. PETK:

b. PPK SKPD dan pembaniurye sebagai penataussanaan
keuangan SKPL,

Pembantu Bendahzara,

F"-F-Ii;

Pejabat Penpadaan,

¢ B

Pejabat dan/atan  Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan
untuk perneriksaan administras: pengadaan
barang/ pekerjaan konstraksi/ jasa lamnya: yang, betnilai
paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan jasa konsultarsl vang bernilai paling banyak
Rp. 100:000:000,00 (seratds juta rupiahi;

g Panitiz Pemeriksa hasil pekerjaan untuk pemeriksaan
administrag p-ﬁﬁg_ad_aan l:ga_.rang,f'ﬁcgktét‘ja'an
konstruksi/jasa lainnya yang bernilal paling sedikit diatas
Rp, 200,000,000,00 (dua rams juta rupiah) dan jasa
komsultanst  yang bermilai  paling  sedikit  diatas
Rp. 100, 000.000,00 {seratus juta rupiahy).

Persyaratan  PPK, dan  Fejabat Penpadsan &ésual dengan

ketentuan vang beriakul,

Paragral 2
DPA SKFD
Pasal 4

PPKD paling lama 2. (tipgsl harn kena setelab Peraturan Daerah
tentang A-EED ditetaplkan, memberitabukan kepada semua
kepala SKPD agar menyusin rancangan DPA SHFD.
Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merine] sasaran yang hendak dicapat program, _kegiata.m,

Anpparan yang disediakan unwik meoncapai sasaran tersebut,

dan réncans peniarikan dans liap-tiap SKPD serta pendapatan

yang diperkirakan,

Kepala: SKPD menyerahkan rancangan DPA SKEPD kepada
PPRE paling lama ¢ |enam) barl kerja setelah pemberitabuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Pasal 5
TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA BEPD bersama-

sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima .I;agl_'a's:l har

kerja sejak  ditetspkannyn  perdaturan  Bupgh  téntang
penjabaran-APBD,
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{1}

(2]

Berdagarkan hasil Veriffkissl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, PPED mengesabkan rancangan: DPA SKPD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah |

BPA SKPD yang telah disahken sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kérja pengawasan

daerah, dan BPK paling lama 7 (tujuht hard kerja sejak tanggal
dizsahkan.
DPA BRPD sehagaimana dimaksud pada syat (2) digunakan

sebaga: dasar pelaksandan gnggaran oleh SKPD  selaku

pengguna anggaran, penggunsa barang,

F&:-:Lgi'af 3
Angpsran Kas

Pasal &
Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA BEPD menyusun
rancangan anggaran Kas SKPDL
Rancangan anggaran Kas 3KPD sebagaimana dimaksud pada
avat (1} dis_,amp;.ai_lg:an kepada PPKD selak BUD bersamaan
dengan rancangan DPA 3KPD
Pembahasan rancangan anggaran kas SKEPD dilaksanakan
bersamaen dengan pembahazsan DPA SKED,

Pagal 7
PPKE selakn BUD menyvusun anggaran kas pemenntah
ceeral guna mengatur ketersadiaan dana yang cukup untuk
mend_éhéi pengeluaran-pengeluaran sesual dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA BRPD yang telah
disahican.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

perkiraan arnis kas masubk vang bersumber dar penerimaan

dan  perkiraan arus kas keluar yang digunakan wuntuk

mendanal pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah dasrah

ditetaplkan sebagai beriloat

a, Penerimesn  Pendapatan Dagrah setiap  Triwulandya
sebesar 25% dari total penerimiaan pendapatan daerah.

B, Pengeluaran Belanja  secard  keseluruhan  setiap
Triwulannya rata-rata sebesar 25% darl total belanja
daerah atau sesual dengan kebutuhan belanja, Xecuali

untuk belanja sharing  retribusi  parkir dan retribusi

i



dacrah tempal wisata dapat melebihi 259 dari total
belanja daerah,

[4) Bagi SKPD yang memiliki kebiituhan mendesak méka dapat

(1)

(2}

[}

melebihi ketentuan sebagaimena dimaksud pada ayat {3)
dengan melampirkan persetijuan dari Koordinator TAPD.

Bagian Keenmipat
Pelaksanasn Angparan Pendapatan Daerah
Pasal 8
Beridahiara penerimaan SKFD menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran

-atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab serta langsung

diseter ke rekening kas umum daerah:

Perierimaan SKPD vang meérupakan penerimsan daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran:

Seliap pendapatan ha,fﬁa-::ﬁdulmng oleh Buktt yang lenglap

‘dan sah,

(1)

12)

Penerimaan darl Pendapdatan Operasional atan Fungsional
Badan Layanan Umum Daersh (BLUD) dister tersendin
dengan Peraturan Bupati,
Pasal 9
Setiap BKPD yang memungur pendapatan daerah wajib
mengintensifkan pemunguran pendapatan yang menjadi
weweniang dan tanggung jawabnya.
Bendahara  penerimasn  wajib  menyetor “selurun
penerimaannya ke rekening Kas umum daerah paling lama
A (satu) hari ketja terbituns sejak vang kas diterima,

(3) Penyetoran pererimhaan oleh Bendahara Penerimaan pada

hari kerja berikutnya setelah penerimaan diterima dapat

dilakukan dalam hal :

8, penerimaan diterima pada har libur/yang diliburkan;

b: layanan Bank/Pos Persepsi dﬁngaﬂ ternpat/ kedudiukan
Bendahara Penerimaan t'ld_ﬂk't&l‘ﬂﬁdiﬂj atau

c. Dalam hal tidak tersedia lajanan Bank/Pos Persepsi
dengan ‘tempat Kedudukan Béndahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada hurul b, sepanjang
memenuhi kondisi sebapgsi berikut |
I, kondisi geografis satuan kerja  yang  tidak

memunigkinkan melakukan penyetoran setiap hari;

b5



2. Jarak tempul antara lokasi Bank/Pos Persepsi
dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimsan
melarnpai waktu 2 jam; danfatau

3. biaya vang dibutuhkan  untuk  melakukan
penyetoran lebih besar daripada penerimaan yang
diperaleh;

4 Pmyﬁ'tﬂran olelk Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada aval {3 dapat dilakukan BECATa bé‘rk_sl&
yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

(5) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang
dietapkan dalam peratiran dacrah, |

(6] F-Ecﬂ}'f:t.tl-!‘aﬂ penerimagn pendapatan oleh  bendahara
penerimaan dilakukan secara brute.

Pazal 10

Komisi, rabat, potongan atau pendapatan jain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secars langsung sebagai akibat darf penjualan, tukar-menukar,
hibal, asurans: dan/atan pengadsan barang dan jasa termasulk
pendapatan bungs; jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari
hasil pemanfastan barang  deerah stds  kegiatan  lainnya
merupakan pendapsatan daerah.

Pasal 11

(1) Pergembalian atas kelebiban pendapatan dilakukan dengan
membehankan pada rekening pendapatan vang bersangkutan
untak _pr;ngeml::é;liah pendapatan yvang terjadi dalam tshun
¥ang sama,

(2] Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pads rekening belanja
tidak terduga.

[3) Pengembalian sebaggimana dimaksud pada. ayat (1) dan ayat
(2} harus didukung dengan buktl vang lengkap dan sah,

Pasal 12
Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
dacral yang sah dilaksanakan melalai rekening kas umum daersh
dan divatat sebagal pendapatan dacrah,
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(3)

(4]
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Bagian Kelima
Azas Umum Pelaksanaan Anggaran Belania Daerah
Paragraf 1
Azas Umum

Pasal 13
Seriap pengeluaran belaniz atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lenglap dan sah.

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat.
pengesahan aleh pejabat yang berweriang dan beftanggung
jawab atas kebenaran material .jra.r-_g timbul dari penggunaan
busketi ditnaksud.

Pengeluaran kas yang mergakibatkan beban APBD tidak
dapat dilakuksn sebelum rancangan  peraturan  daerah
teniang APBD diundangkan dan ditempatkan dalam lembaran
daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat [3) tdak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib,

Belanja yang bersifar mengikat sebagaimana dimakstud pada
ayat (4) merupakan belanis vang dibutubkan secara terus
menerus dan harus dislokssikan oleh pemerintah daersh
derigan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam  tahun anggaran %ang bersangkutan sepert belanja
Fﬁqga'ﬁrai, layanan jasa dan keperlusn kantor sehari-hari yang
terdiri dari ;

A, gajil PNS;

honerarium terags honor dasrahy:

_rekening air;

o w

rekening telepon;

rekening Hstrik:

_asurzi;".s'i: premi;

bahan bakar minvak;

pembayaran pajak kendaraan bermetor; dan

S

pembayaran PBE aset daerah;
Belanja yang bersifat mengikat stbagaimana .;:tinmksx.l_d pada
ayat (3) setinggi-tingginya sebesar angka APBD  tahun

anggaran sebelumnyva untuk membiayai keperluan . 3‘&6;@:5:

bulan.
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Belarnga yeng bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wagib

sebagaimana dimaksud pada avar (4) dilaksanakan sesuai

Ketentuan yang bertaku:

Pasal 14
Pembayaran gaji dan tunjangan Gmum hapgt Pégawai Negeri
Sipll yang dimucasi, dibebankin  pads instansif SKPD
penerifna mutasi,
Dalam hal SKPD penerimsa mitesi sebasaimana dimaksud
pads ayat (1} tidak menganggarkan Pembayaran gaji dan
tunjangan umum bagi Pegawai Negeri Sipil vang dimutasi
sebelunm APBD  peribahan, maka Fembayaran gaji dan
mpjangan  umum  dibebankan  pada instansi/ SKPD
sebelumnya sampai dengan dilakukannya perubahan APBD.
Dalam hal SKPD penerima mutasi sebagaimana dimaksud
pada avat (1) ddak menganggarkan Pembayaran gaji dan
Winjangan umum begl Fegawai Megeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayar (2 Pembayaran gajl dan tunjangan
umum hagl Pegawail Negen: Sipil vang dimutas] setelah APBD
perubatian, dibebanikan puda instansi! SKPD sebelumnya
sampai dengan berlakunya APBD tahun anggaran bﬁr'ilﬁm;ya-_

_ E‘amg_«:';n' @
Pengadaan Barang/Jasa

Pasdl 15

(1) Pengadaan barang/jasa dilekukan sesiai ketentuan yang

2]

berlaku.

Dalam rangks pengadaan barang/jasa, pengguna snggaran
bertindalk 'séba_igai Pejabat Pembuat  Komitmen sesuai
peraturan perandang-undangan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.

(3) Pengguna Angearan/Pengguna Barang dalam

(#

melaksamakan tuggs-tugss sebagaimana dimaksud pada
avat {2, dapat melimpabkan sebagian kewenangannva
kepata kepala unit ketia pada SKPD selaky .kuaaa
pengguna  anggaran/kosass  pengguna  barang  yang
ditetapkan oleh Bupatl atas usul kepald SKPD.

Dialam pengadasn barang jasa, kuasa PENERURS Snggaran
sebagmmana dimeksud pada ayat (3) 's.jél-:ei[igms .hﬂrﬁndak
sebagal PPE.
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Peniggung Anggaran memiliki  tugas menetapkan dan
mengumumian Rencana Umum Pengadaan,
Pengguna Angparan dalam menyusun rencana  wrhium
pengadaan $§bagaimana dimaksud pada ayat (5
melakukan pemaketan Darang/jasa dengan
mempertimbangkan jenis pengadaan, dan pagu anggaran
pengadaarn untuk mewtjudkan prinsip-prinsip pengadaan
vang efisien, efektf, transparan; terbuka, bersaing,
acilfvdak  diskriminalif, dan  skuntabel termasuk
melaksanakan konsalidas: pengadaan barang/jasa:

Pengguna hﬂgfaran menganghkal dengan Keputusan untuk

Pejabat sebagai berikut :

g, PP wvang bertangmungawab atas  pelaksanaan
pengadaan barang/jasa.

b: pejabat pengadasn warak melakssnakan Pengadaan
Langsung atau Penunjukan Langsung untuk  paket
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa {_Fainnjrsi_
vang bernial paling ungm Rp. 200.000000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan ;'atau fengadaan Langsung atau
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilai paling tingg
R 100.000.000,00 fseratus juta rupish), seria
melaksanakan pengadaan dengan tata gara pembelian
raclalul sistern katalog clektronik (epurchasing;

¢ pejabst/panitia Peneiima hasil peketjaan yang berfugas
memeriksa secara administrasi barang vang diterima
oleh pejabat pembuat komitmen sebelum diserahkan ke
péngguna Anggaran,

d: menetapkan um reknis;
menetapkan bm jum/am ahli uniuk pelaksanaan
péngadaan barang/jass melalui sayembara/ kontes,

Unit yang melaksanakan fangst layanan pengadaan

ba;,angfjasa melaksanakan pengadaan barang/jasy sebagai

berikut -

a. pengadaan barang/pekeriaan konstruksifjasd Iainnya
dengan nilal diatas Rp. 200.000.000.80 (dua ratus juta
ruplah) dan jasa konsultasi dengan nilai  diatas
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rapiah):
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b, ULP dapat melaksanakan paket  peogadaan
barang/ pekeraan Konstruksi/iasa lainnya yang bernilai
paling tinggt Rp. 200.000.000,00 {dua ratus juta rupiah)
dan paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilar
paling tngel Bp. 100.000.000,00  (seratus juta rupiah).

E-Purchasing dilaksanakan olel Peijgbit Pengadaan untuk

nilal sampai Rp.200.000.000,00 dan Pejabat Eﬂfﬁbﬂat

Komitmen  unmek fila paling  sedikit  diatas

Rp:200.000.000,00,

PPK memiliki tupas menyusos  fencana perigadaan,

menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Hera

{KAK), menetapkan rancangan kontrek, menetapkan HPS,

menetapkan SPPBJ, mengendalikan Kontrak, memeriksa

hasil pengadaan vyang disershkan oleh Penyedia,
menyerahikan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada

PA/KPA dengan berita acara penyeraham,

PPK dalam melaksanakan tugasnya dibanty oleh Pejabat

Pelaksana Teknis Keglatan, Tim Teknis; atayu Jasa.

komsultan yang ditunjuk sebagai pengelola pengadaan

barang/jasa.

Dalam hal pelaksanasn Pengadasn Barang/Jass PREK

dibanty olel PPTK dan jika dipandang FI_!E';;'IH dengan

pekerjaan  yang kompleks dapat  melibatkan  jasa

konsultansi/tm  teknis vang ditetapkan oleh Pengpuna

Angga’r’an-

Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat,

diztur sebagai berkut:

4. untuk penanganan darurat, PPK menungyuk penvedia
terdekar yang  seddng  melaksangkan pengadaan
mampu memenuhn koaliftkas: untuk melaksanakan
pengadaan barang/jasa sejenis,

B, penanganan keadaan darurar dapat dilakukan dengan
penggunasn Konstruksi | permanen;  dalam hal
penyerahan pekerjaan permanen deleam kurun waleta
keadaan darurar;

¢. pénanganan keadman daruraj yang hanye bisa diatasi
dengan konstruks: permanen, penyelesaian pekerjaan

dapat melewatl masa keadaan darurat.

¥



{14} Pelaksanasn Pengadaan Harang,/ Jasa dilakukan secara

i)

el

(3

{4}

(5)

(5

(7

elektranik mengpuRakan sistem iriformasi vang terdir] atas
SPRE dan sistem pendukung,

Paragraf 3
Belanja Tidak Langsung

Pasal 16
Belanja Pegawai yang dibebankan dalam APBD dilaksanakan
sesuai ketentuan vang berlaku.
Belanja Bungs Pinjaman  dilaksanakan  sesuai dengan
ketentuzan  dan  dibagarkan  sesuaj jadwal yang telah
ditentuakean.
Belanja Hibah, Belanja Bagl Hasil, Belanja: Bantuan Sosial
deri Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai
ketentuan vang berlaku.
Belanja nfak terduga: vang dianggarkan dalam APBD untule
Keglatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggilangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak ﬁiperkirak;an sebelumnys dan  bersifar
tanggap darurat lermasik pengembalian atas kelebihan
penerimann  daerah  tahun-tghun sebélumnya vang telsh
ditutup - ditetaplan  dengan  keputusan  Bupati dan
diberitahikan kepads OPRD paling lambat ! (sama} bulas
rerhitung sejak keputusan dimaksud ditetaphkan.
Permintsan Pembayaran scbagaimana dimaksud pada ayal
(1); ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan SPE-LS sfau
ditentilkan lain oleh Bupat,
Permintaan Pembaveran sebagaimana pada avar (2) dilakuksn
dengan SPP-GU.
Apabila pada Tshun Anggaran beralan pada belanja tidak
langsung terjadi  kekurangan angearsn  batk secara
keselurzhan maupun pada rincian obyek belanja maka dapat
dilakukan pergeseran antars obhyek belarija.

Fasal 17

Pengajuan 8PP Belanja Tidak Langsung dilaksanakan sebagai
berikat:

=

belanja pegawai oleh kepala bagian/ bidang/ kasubag TU/
sekretaris yang menanpgani urusan  kepegawaian masing-
maamg SKPD;



1)

2]

(3]
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(5)

(5]

(L)

belanja. pembaysran bunga pinjaman oieh Kepala Badan
Keuangan Daerah,

belanja tdak terdugs untuk penanpggulengan bencana -alam
dan bencana sosial dilaksanakan sesual ketentuan yang
berlalo;

tata cara pelaksansan dan pertanggunigiawaban belanja hibah,

bantuan sostal, bantuan keuangan dan bagl hasil pajak dan

retribusi-daerah diatur dalam peraturan bupsti.

Paragraf 4
Belanja Langsung

Pasal 18
Belanja Pegawal dilaksanaikan sesuai Ketentian yang berlaku
dan tidak diperkenankan menerima Hﬂﬂr::-rarium. lebih eari 1
(saba) jenis sedap bulannye dalam 1 (satu} Kegiatan,
Hondrarium dalam Kepanitiaan Pelaksaraan Kegiatan hanya
diberikan kepada Kepanitiaan yang melibatkan PNSD.
Uang Lembur bagi PNSD yang melaksanakan kerja lembur
dilgkaanakan sesuai ketentaan yang berlaku.
Permintagn Pembayaran untuk Honerarium dan vang lembur
sebagaimana dimaksud pads-avat (1), 'ayat (2) dan ayat (3)
dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP, atu SPE-GU
dan dibayerkan setelah  pekerigan  dilaksanakan serta
Pembayaran Belanja Pegawsl disetujul eleh Atdsan Langsung
PPTE.
Dalam hal arasan langsung PPTE berbalarsan/tidak ada,
pém!::fg}féumn belan|s nEgav.m sebagaimang dimaksud pada
-ayat{#) disetujui oleh Penggune Anggarain.
Belanja dengan sumber dana dari DAK Fisik difakukan
dengan mekanisme SPP-LE,
Belanja dengan sumber dana dari Non Fisik dilakukan dengan
mekanisme SPP-LS atau SPP-GL.

Pasal 19
Felaksanaan Belanjs Barang dan Jasa dilaksanakan sesuar
keterituan  yang berlaku dan dilakukan metahu Pejabat
Pengadaan atzu Unit yang melaksanakan fungs: layanan
pengadaan barang/ jasa.
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Permintaan .pem'hay:aran Beianja Barang dan Jasa

sebugaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dilakukan dengan

SPP-LB atau BPP-UP, SPP-GU atau SPP-TU dan Pembayaran

Belanja Barang dan Jasa diketahui oleh Atasan Langsung

PPTH.

Dalam hal atasan langsung: PPTK berhalangan/tidak’ ada,

pembayaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud

pada avat (2] disetujui oleh Pengeuna Arggaran.

Belans Perjalanan Dinas dilaksanakan sesual ketentuan yang

berlaku dan disertal laporan bahws perjalanan dimaksud

benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan walktu Yang

telah ditetapkan,

Belanja Bahan Bakar Minyak untuk operasional kendarasn

pada SEPD dapat dibebankan pada APBD  dengan

mencanturmkan di DPA masing-masing SKPD. |

Pemakaian Bahan Bakar Mingak untuk kendarsan roda

dua/sepeda motar ditetapkan 1 {saty) liter Untuk 15 (lima

belas) Km jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak umtuk kendaraan roda 3

ditetapkan 1 [satu) Liter ustul 10 (sepulih) Km Jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minvak untuk kendaraad roda

empat ditstapkan | {sahu) lier untuk 7 (fojuh) ¥m jalan:

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda enam

ditetapkan 1 (satu) liter urnak 5 {lints) Kot jalan.

Femakaian  Balan  Bakar  Minyak dalam  Kota

Kabupaten/Kecamatan untuk kendaraan roda empat bagl

Pejabat setiap hari kKerja diatur sebagai berikut

&, kendaraan roda empat Bupat dan Ketua DPRD: sebanyak
15 (lima belas) liter/ hari,

. kendarazn roda empat Wakil Bupati, Walkil ¥etua DPRD
dan Sekda sebanyak 10 (sepuluh) liter /hart,

£ kendarsan roda empat Asisten Sekda, Kepala SKPD dan
Btaf Ahli Bupati sebanyak 7 (tujuh) liter/har,

d. kendarsan reda empat Selgetaris SKPD dan Kepala
Bagian Sekretariat Daerah sebanyak 6 (enam) liter/ har,

‘e. kendaraan roda empat Kepala Bagian diluar _é::k;;.;a_ﬁat

Daerah dan Kepala Bidang sebanyak 5 (lima) liter fHari.



(11) Pemakaian Bahan Bakar  Minyak dalam Kota
Kabupaten/Kecamatan untuk kendaraan roda dua/Sepeda
moter setiap hari kerja sebanyak 2 {dua) liter/hari,

(12) Pemakaian Bahan Bakar Minvak unmk mesin dan alat berat

ditetapkan oleh masing-masmig Kepala SBEKPDY pengguna mesin
dan alal berat tersebut berdasarkan spesifikasi atau kajan

telnis mesin dari alat berat yang digtinakan.

(13} Belanja Makanan dan minuman ditetapkan dengan nilai

tertingg: sebagal beriloat ;

=

B!

nasi atau makangn seienis lainnyva perkotak bunghkus) 1
(satuj kali sebesar Rp. 40.000,00 |empst puluh fbug
rapiah.

snack  atau makanan  npgan selenis lainnya
perkotal/bunglais/ 1 (satu) kali sebésar Rp. 16.0060.00
(enam belas ribu rupiah).

nasi atau makanan sejenis lannya perkotak/bunghkus/1
(satu} kall untuk kegiatan yvang melibatkan pihak ke-TI
(non rapat) di dalam daerah Kabupaten ELﬂLf'._le"rfg sebesar
Rp.25,000,00 (dus pulik lima ribu rapiah).

masl atay makanan sejernis lainnva perkotak/bunglus/ 1
[gatu) kali untuk kegiatan yang melibatkan pihak ke
[non rapat) di fuar daerah Kabupaten Buleleng sebesar
Ry 40:000,00 {(empat pulih ribu rupiah).

makanan prasmanan dan snack per-erang/| [(sam) lali
untuk kelas utama/VVIP sebesar Ep._l?ﬁgﬁﬂ'&!ﬂﬁ {seratus
tijish puluh lime ribd rupiah)

makaran prasmanan dan snack per-orang/l (satu} ksl
untuk kelss menengah (VIP zebesar  Rp.150.000,00
{seratus lima puluh mbu rupiah),

makanan prasmanan dan snack per-orang/1 (satu) kali
untuk kelas ekonomi sebesar Ep, 60.000,00 (enam puluh
ribu rupiah},

. nasi atan makanan sejenis: lainnya perkotak/bunghus; 1

{satu) kali untok kegiatan lomba mewakili daerah sebesar
Rp. 40.000,00 [empat puluh ribu rupiah).



Pasal 20

(1) Pelaksanaan Belanja Modal Tanah dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku,

{2) Pelaksanaan Belanja Modal selain sebapaimans dimatsud
pada ayar (1} dilaksanakan sesusi ketentuan vang berlaku
dan dilaksanakan melalui Peiabat Pengadsan atau Unit yang
melaksanakan fungs layanan pengadian barang/jasa.

(3} Permintaan Pembayaran untok Belanja Modal dilakukan
dengan SPP-LS dan pembayaran Belanja Modal diketahui aleh
Atasan Langsung PPTK.

Paragrai 5
Pembriavaan

Pasal 31
Pembiayaan vang terdiri dan Pensrimaan dan Pengeluaran
‘dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan melstui
Rekening Kas Umum Baersh.

BAH 11
PERUBAHAN APBI

Bagian Pertama
Pergeseran Anggaran
Pasal 22
Ketentuan tentang tata card pergeseran anggaran di_ém_r dengan
Peraturan Bupafi tersendiri.

Bagan khedua
Pelaksaraan Perubahan Anpgaran SKPD
Fasal 23

(1) PPED memberitshukan kepada semua keépala SKPD agar
menylsiun dan menyampaikan rancangan DPPA SEPD paling
lambst 3 (tiga) harl kerja sewelah peraturan daérah tentang
perubahan APBD ditetapkan,

{2} DPA SKFD yane mengalami perubaban delam tahun berjalan
seiurubnye hargs disalin kembali kedalam DPPA SKPD,

(3] Dalam DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3
terhadap rincian-obyek pendapatan, belanja atau pembizvasn
yvang mengalami penambalian  atau  pengurangan atau
pergeseran harus diserial dengan penjelasan latar belakang
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perbedaan jumlah anggaran sebelum dilalaikan perubahan
dan setelah dilajoukan 'F:Pﬂﬁ.l]‘i'ﬂh“dﬂ.-

DFPA S8KPD dapat dilaksanskan setelah dibahas: TAPD, dan:
disahian oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris
Daerah,

 BABIM
PENGELOLAAN KAS.
Bagian Periama
Pengrelolaan Penenmaan dan Penpeluaran Kas
Pasal 44

Unituk mengelola. kas dierah, bendahsars umum daerah
membuka rekening kas umum dadrah padsa bank vang sehat.
Penunjukan bank sebagai penempatan reltening kas vrum
daerab sebagaimana dimaksud pada ayvat ['1] ditetapkan
dengan keputtusan Bupat dan diberitahukan kepada DPRD.

_ Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran
Pagal 25
Pengelolasn kas non anggeran mencerminkan penerimaan
dan pengeluaran kas vang bdak mempengaruhi anggaran
pendapatan, helanja, dan pembiaydan pemerintah daerah.

Penerimasn Kas sebagaimana dimaksad pada ayat (1) seperti:

a. penerimaan perhitungan pihak ketiga (PPK);
b, penerimaan TWE, | |
C, PENErimaan Epe i,

d. penerimsan PPh;

e. penerimaan panjar;

f.  penerimaan PPV,

g. penerimasn hutang kelelihan,
h., penerimean asuransi keseharan:
. penerimaan lain-lain;
j. penerimaan jaminan keceiakaan kerja;dan
K penenmagn jamindn Kematian;
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pade ayat (1) sepert:
a. pengelusran perhitungan pihak ketiga (PPE)!
pengeluaran WP,

b
€. pengeluaran taperamn;
d

pengeluaran PPh;

%
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¢, pengeluaran panfar;
f. pengeluaran PPN,
g pengeluaran hutang kelebihan
b, pengeluaran asuransi kesshatan;
i, pengeluaran lain-lain;
1 penigeluaran jaminan Kecelakaan kerja;dan
ki pengeluaran jaminan kematan,
Penerimaan ‘kas sebapaimana dimaksud pada  ava (2)
diperlakukan sebagal penerimaan perhitungan pihak ketiga,
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada. ayat (3
dilalcakan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga,
Informasi penerimaan kas dan peng&lﬁaran kas sebagaimana
dimaksud pada.avat (2] dan ayal {3} disajikan Ela_J;a;m. laporan
arus kas akuvitas non anggaran,
Penyajian informasi sebagaimmans dimaksud pada ayat (5
sesual dengan Standar Akuntans: Pemverintahan.

BAR IV

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama’
Asas Umum Penatausahaan Kewangan Daerah

Pasal 26
Pengguna anggeran/kuasa pengguna anggaran, benduhara
peoerimaan/pengeluaran  dan  orang atau  badan  yang
meneérima ‘@atau menguasal uang/barang/kekavaan daerah,
wajit menyelenggarakan penatausahaan sesual  dengan
peraturan pemndaﬁg;und’amga:-:.
Pgjabat  yang menandarangani dan/atau  mengesahian
dokumen yeng berkaitan dengan surat bulkti yang menjadi

dasar penerimaan dan/fatau pengeludran ‘atas pelaksaraan

APBD bertanggung fawab terhadap kebenaran material dan
akibiat vang timbul dari penggunaan surat bult] dimaksad.

_ Bagian Kedua
Penatausahaar Penenimaan

Pagal 27
Pemnerintaan daerah’ disetor ke rekening kas umimm daerah
pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah
kuasza BUD ménenima nota kredit

Bendahara pencrimaan wajib menyetor seluruh pererimaan

L
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ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah penerimaan uang dari pthak ketiga.

Atas pertimbangan kondisl geografis yang sulit dijangkan
dengan L—:c:._munikas;i transporasi, dapat melebibhi ketentiian
hatas wakiu penvetoran sebagaimana dimaksud pada avat (2
ditetapkan ;iien'g';rn g:_it_&:'xatqra'n buipat, |
Bendahara peneimadn Witk menyelenggarakan
penaiausabaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnys.

Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cel; atan
surat becharga varg dalam pengussaannia iebih dari 1 {satu)
hari kerjs -cimﬁ'-atau alas nama pribadi pads bank atag
giro pos,

Bendahara perérimaan pada SKPD wazjib
mempertanggunglawabkan atas  pengelolaan  uang yang
menjadi tanggung jawabnys dengan menyampaikan Lapc:r.aﬂ.
pertanggungiawaban penerimaan.

Pasal 28
Palam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas
pertitnbangan kondisi gebgrafis wajib pajak dan/atan wajib
retribust tdak tnungkin membayar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos ‘Vang
bertugas melaksanakan sebagian fugas dan fungsi bendabara
penerimaan, dapat dituniuke  bendahara  penerimaan
pembanty:
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor selurub
pénerimaan ke rehering Kas umum daerah paling lambat 1
{satu) hari kerja setelah penermaan ang dar piliak ketig4,
Penyetoran  penerimasn  oleh  Bendahara  Penerlmaan
Pembantu pada har kerja. berikutnya sételah penerimiaan
diterima dapst dilakukan dalam hal
2. penerimaan diterima pada hari libur/yang diliburkan;
b. layanan Bank/Pas p-i:r's-:_:ggsi derigan tempat/kedudukan
bendahara penerimaan tdak tersedia; atau
¢ dalam hal tidak tersedia lsyanan Bank/Pos persepsi
dengan  tempat  kedudukan Bendahara Penerimasn
sebagaimans dimaksud pada bhuruf b, sepanjang

memenuiil kondist sebagai berihur

&
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kondisi  geografis  satuan kerja  yang  Gdak
memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari,

2. jarak termpuh antara lokasi Bank/Pos persepsi dengan
tempat/kedudukan b_Enﬂﬂh’ﬁIﬂ:pﬂnf:ﬂn‘._[éaﬂ melampaii
waktu 2 [dua) jam; dan//stad

3. biaya ya.ng dibusubkan untuk melakukan penyetoran
lebih besar daripada penerimaan yang dipercleh:

4, peryetoran olch bendahara penerimaan  permbantu
dapat dilakukan secara berkala,

Bendahara penerimaan pembantu wajlh menyelenggarakan
pq:n_&_taﬁ_sﬁha._sin t&rhaﬂap.r._'elumh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnia.

Bendahara pencrimaan pembanta  wajib  menyampaikan

laporan pertanggungiawaban penerimzan kepada bendahara

peTierimiaan.

Pasal 29
Bupatl dapat menumjuk badan, lembags keuangan atau
kantor pos vang bertugas melaksanakar sebagian tugas dan
fangsi beridahara penerimaan.
Badan, lembaga kewangsn —atau kantor pos wajb
menvampaikan laporan pertanssungiawaban penerimaan kas
yéng diterimanya kepada kepala dacrah mielalui BUD,

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pehigeluaran

Pasal 30
Permintaan pémbayaran difakukan meialul penerbitan B8PP-
LS, SPP-UP, SPP-GL dan BPP-TU.
PPTK mengajukan SPP-LS melahui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD kepada pengguns anggara/Kuasa
perigguna anggaran sstelah diterimanys tagihan darl pihak
ketigsa,
Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan
vang ditetapkan sesual -:ian‘g_s_n peraturan perundang-
andangan.
Pengaluan SPP - LS Barang dan Jass sebagaimana dimaksud
pada. ayat (3} diajuken untuk keperivan belanja bernila
diatas Rp. 5.000.000,00 (limz juta tupiak).
Bendahara pengeluaran melalul  pejabat penatausahaan

5
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keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada gengguna

mnggaran setinggi-tingginya sesual dengan Jumlgh UP vang

telab ditetapkan untuk masing - masing SKPD.

Untuk penggantian uvang persediaan, bendahara pengeluaran
mengajukan SPP-GU.

Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunskan untuk menggant UP vang sudah tlerpaka: dan
sudah di SPJ-kan dan/atau ketika UP habis:

Apabila terdapat kebamihan beianja yang sifatmya mendesak,

sedanghkan Uang persediazn tdak meneukup karena sudsh
direncanakan untuk kegiatan lain -malka dapat diajulkan
SPP - TL.

Pengajuan 3PP - TU sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat dilzloukan jilea sudah pernah
mempertanggungiawabkan penggundan UP sebelumnya.
Batas jumish pengajuen SPE-TU sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) dan ayat (9] haris mendspat persetujuar dan PPKD

dengan memperhatkan rincian  kebutuhan dan  waktu

penggurniaan,

Bagian Keempat
Penyvediasn Dana

Pasal 31
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPI atau dokumen lain yang dipersamalean dengan SPD.
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan ‘oleh
kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPED,
SPD digunakan untuk pepyediaan dana bagi Hap-tiap SKPD
dalam periode waktu 1 (satu) bulan.
8PD dibual terpidah antara SPD Belanja Langsung dan SPD
Belanja Tidak Langsung.
Apabila terjadi pergeseran ataupun perubahan anggaran,
dapat diterbitkkan SPD Perubahan,
Penierbatan SPD agsr memperhatikan ketentuan pengaturan
Anggaran Has.
Penerbitan SPD dilakukan sesusi dengan  ketenfuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
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% Bagial E'e]ir_‘s‘iﬁ;
Permintaan Pembayaran
Pasal 32

Berdasarkan 8SPD atau dokumen lain yang dipersamalkan
dengan SPD bendahara pengeluaran mesgajukan SPP kepada
Pengguna anggaran (Kuasa pengguna anggaran rhelahul PPK-
SKPD.
BPF sebagaimana dimaksud padasayat (1) terdini dart:
a. SPF Uang Persedigan (SPP-UP):
b. 8PP Ganu Uang (SPP-GU,
¢. BPP Tambmban Werg (SPP-TU); dan
d. “BPP Langsung {SPP-LS),
SPP-UP, SPF-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada avat (2] diajukan olel bendakiara pengeluaran kepada
pengguna anggaran/kuasa penggtine anggaran melalui PPK-
SKPD,
PPK SKPD meneliti dan menverifikasi kelengkapan SPP-UP.
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-18 sebagaimiana dimaksud pada
ayal {3} sesuai dengan ketentuan peraturan perundang:
undangarl.

Bagian Keenam
Perintah Membayar

Fasal 33
Dalam hal B8PP-UP, 8PP-GU, SPP-TU, SPP-LS vang diajukan
dinyatakan. lengkap dan sah, pengpuna angearan ,".iiu_aﬁ-a
pengguna anggaran menerbitkan SPM,
Dalam hal SPP-UP, SPP-GLU, $PP-TU, BPP-LS vang diajukan
dinyatakan fidak lengkap dan/atau tidak sah,-. pengguna

anggaran/kuasa pengguna enggersn menalak menerbitkan

SPM-LIP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS
SPM-UR, SPM-GL, SPM-TU, SPM-L3 vang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajuken kepada kuasa
BUD untuk perérbitan SPED.

Bagian Ketgjuh

Pencairan Dana

Pasal 34

kuasa BUD menelinn kKelengkapan SPM-UP, ‘8PM-GU, SPM-
TU, BPM-LS yang diajukan oleh pengsuna anggaran  kuasa
PEN@EUnE anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak

"
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melampanl pagu dan didukung dengan kelengkapen dakumen:
sesual ketentuan vang berlaku.

Dalarn hal SPM-LP, BEM-GL, SPM-TL SPH-LS schagaimana
dimaksud pada ayat (1) E_Ii':_::rratfa’ti:an lengkap BUD /kuasa BUD
menerhitkan SP2D,

SE2D yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD dicairkan
dengan mekanisme memindahbukitkan dar rekening Kas

Daerah ke rekening penérima

Dralam hal SPM-UP, 8PM-G1J, SPM-TL, 5PM-LS sebagaimansa
dimaksud pada avat (1) dinvatakan tidak lengkap dan/atau.

tidak sah dan/atau pengelusran tersebut melampagi pagu

-Anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan P20,

Dalam hal pengajuan pencaivan dana eleh 'EKP:D, SEM vang
diajukar dilengkapi dengan SPP, SPO, dan  deloimien
kelengkapan pertangeungiawvaban,

Dokumen  pertargpungjeweban  dikingl 1 (satu) rangkap
untuk diverifikast dan seteleh pencairan, dokumen tersebut
dikembalikan ke SKPD dan diganti dengan sarat PE.I'J.'I;-'_';-‘E'IE_::E-H
kelenghkapan dokumen sebagai arsip t};&zi.da BUE sebapaimana

eonteh leresntum pads Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal A5
Pelakssanaan transaksi non  tunai  pada Bendahara
Pengelusran diakukan dengan métode transier.
Batasan transakst non tunar akan diatur dengan instroksi
Bupati,
Pelaksansan transfer dildkukan oleh Bendahara Pengeluaran
kepads PNS, Non PNS dan Pihak Ketiga lainnya setelaii PPTK
melakukan pertangrungiawaban pelaksanaan kegiatan, dan
tersedin sngearan kas serta sumber dasa yang memadai,
Retentizan  Sebagaimany dimaksud  dalam ayar (3}
ditecualikan untuk perfalanan. divas dengan pembayaran
uang muka perjalanan dinas. |

Bagizn Hedélapan
Pertanggungiawaban Penggunaan Dang

Pasal 36
Bendahara pengeluaran wajlb  memperianggungiawabkan
penggundan wang persediaan/gant udng persediaan/tambah
uang persediaan kepada L-zﬂpé-l_a. SKPD melalul PPE SKPD

¥
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paling lambat tanggal 10 bulan berikutya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) juga disampaikan kepada PPKD,

Dalam melalukan verifikasi atas laporan pertenggungiawaban

yarg disampaikan, FPR SKPFD heckewajibam:

A, meneliti kelenghapan dokumen laporan
pertanggungjawabman dan keabsahan bukt-bukt
pengeluaran vang dilampirkan;

b, menguji kebenaran perhitunzan atas pengeluaran per
rincian obyek yang tercantum dalam ringikasan per ringian
obyvek;

. menghitung pengenaan PEN/PPh atas beban pengeluaran

pér rincian abvek; dan
d, mengui kebenardn sesuey dengan SPM dan B5P2D yang
diterbitkan periode sebelamnya.

(4} PPE SKPD menyusun Leporan realisast Anggaran setiap bulan

dan disampaikan kepads FPKD sebagai bahan evaluasi
palékﬁana:an- APBILY,

(5) Untuk tertib faporan pertanggungjawaban pada akhir tahun

ariggaran,  perisrggurgjawaban  penpgelusran dana  bulan
Desember disampatkan paling lambat tanggal 31 Desember.
Pasal 37

Pengguna  anggaran/kuasa  pengguria  Anggaran melakukan

pemcriksaan kas yang dikelols oleh bendshara penerimaan dan

bendabara pengeluaran minimal sekali dalam 3 [tiga) bulan,

(1)

[

)

BAB vV
LAPORAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Laporan Realisas: Triwulanan
Anggaran Pendaparan dan Belanja
Pasal 38

Kepala BKPD menyusurt ldperan realisasi  triwalanan
anggaran pendapatan dan  belanja SEPD  sebagal hasil
pelaksanaan anggaran yvang mienjadi tanggung jawabnya,
Laporam realisasi triwiilanan sebapéimany dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepadsa PPKD  sebagai dasar evaluasi
pelaksaaan APBD,
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 Bagian kedua
Laporan Realisasi Semegsier Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pasal 349

Kepala SKPD menyvusun lapdiran replisasl semester pertama
anguaran pendapgatan dan belanja SKPD sebaga hasil
pelaksanaan anggaran yang menjad] anggung jawabnya;
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
pregnosis untuk & fenam) bulan: berikutnye.,
Laparan sebagaimany dinraksod padd ayat (1), disiapican aieh
PPY  SKFD dan disampsikan kepads pejabat pengguna
angearan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasl semesier
pertamd anggaran pendapatan dan belanja SKPD  serta
prognosis. untuk & (enam) bulan berikutniva selambat-

lambatriya 7 (tujuhl har keria setelsh semester pertama

tahun anggaran berkenaan berakhir,

Pejabat pengguns anggarsn menyamipalksn laporan realisas
semester piftama anggdaran pendapatan dan belanja SKPD
sertda  prognesis  untuk &  (enam|  bulan berikulnya
sebagatmana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai

dasar penyustnan laporan realisasi semesier pertama APBD
‘serta prognosis untuk & (enam) bulan berikutnya selambat-

lambatnya 10 (sepulub) hasi kerja sctelah semester pertama
tahun angegaran berkenaan berakhir,
Fasal 40

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 {gram| bulan bBerikutnya dengan cara
mengegabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama
arpsaran pendapatan dan lislanja SKPD} serta progriosis
untik & (enam) bulan berikutnya scbagaimans dimaksud
dalam Pasal 32 avat (4) paling kanbat mingga kedua bulan
Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan 'J-:_épﬁﬂa;_
sekretaris daerah selaku kourdinator pengelolaan keuangan
dasrah,

Laporan realisasi semester pertama APBD dan pregnesis
untuk 6 lenam) bulan berikutnya sebagaimana ét’ifna_l-:s_uci
pada avat (1) disampaikan kepada kepala daerah paling
larmbat minggu ketiga buldn Juli tahun anggaran berkenaan

untuk diterapkan sebsgat laporan realisasi semester pertama

v



(3

1)

(2)

(1)

(2]

(3)

(4

APBD dan prognosis untuk 6 (enam) buldn bertioitnya,

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk & (enam] hulan berikutnys sebagaimana dimaksud
pada myat (2) disempailan kepada DPED paling lambat akhir
butan-Juli tshun anggaran berkenaan,

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan
Pazsal 41
PPK SKPD menyusun laporan kenangan SKPD  tahun

angearan berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD

untizk  ditetapkan  sebagar  laporan  pertanpggungjawaban

pelaksanaan anggaran SKPD.

Laporan keuangan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan

keusngan pemeriniah daerah.

Prgal 42
Laporan keusngan SKEPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling:
lambat 2 {dus} bulan setelab whun anggaran berakhir;
Laporan keuangan sebagaimiana dimaksud pada avat (1)
disusun oiéh  pejabat pengenna anggaran sebagar hasil
pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi
tanggung i&r.-wﬁ.l:-:un;.-ra.
Leporan keuangan SKFD séhagaimana dimaksud pada ayat
{2) terdir dari;
a. ‘laporan reslisasianggaran,
b, laporan perubahan saldo anggaran lebib
¢. laporan operasional;
d, laporan perubshan euilas!
¢; neraca; dan
. catatan atas laporan keuangan,
Laporan keuangan SKPD ssbageimana dimaksud pada ayat
(1) dilampir dengan surat pernyataan kepala SKPD hahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya lelah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang

memadal dan standar akuntans pemerintaban.



i1

2

(2]

[}

(=t

i6)

{1

(2

Paszal 43

FPED menyusun laporan kensugsn pemerintah daerah
denpan  cars menggabungkan laporan-laporan kenangan
SKPD sehapaimana dimaksuad dalam Pasal 42 ayat (3) paling.
lambat 3 (tga) bulan setelak berakhirnya tahun anggaran
berkenaan.

Laporan keuangan pemerintak daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) di&ampaikﬁﬂ kepada kepala daerah melaha
sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan

daerah dalam rangks memenuhi  pértanggungjawaban

pelaksanaan APBD,

Laporan keuangsn sebsgsimana dimaksud pada ayvar (1)
terdin dark:
&, laporan realisas] argaaran,

. laporan operasional;

b
‘el lapsran perubahan ekuitas,
o

TEFACA;
e. laporan arus kas; dan
f ‘catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuanssn sebagalmana dimaksud pada avat (3]
disusun dan disajikan sesusl denpgan Perafuran Pemerintah
tentang Standar Akuntansi Pemeriniahan.

Laporan Kegangan pemerintahan daerah  sebagaimana

dimaksud pada ayat {E‘.J Gilampiri dengan laporan kinerja dan

ikhtisar laporan  keuangan  badan  ussha | milik

‘daerah/perusahaan daerai,

Laporan keuangen pemerintah daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilampiri dengan surat pernyatdsn kepala
ﬂaae_mh bahwa pengelolaan APBD yang menjudi langgung
jawabnyz telah  diselenggarakan  berdasarkan  sisiemn
petigendalian intern yanp memadal; sesual dengan ketentuan

perundang-undangan.

Paszal-44
Laporan kewangan seldgrimana diniaksgd dalam Pasal 33
avat {3 dan aval (4] disampaikan kepads BPK selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tabun anggaran berakhir,
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPR  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2



(2)

(1}

(2]

(83]

2]

{1)

{disa} bulan setelah menerima laporan keuangan  dari
pemerintah daerah.

Apabila sampai batas wakiu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil
pemeriksaan, kepala dasrah dapat menyampaikan rancangan

peraturan daerah kepada DPRD.

Pasal 45

Kepals daerah dapat melakukan klanfikasi terhadap hasil
pemerikssan BPK awas laporan keusngan pemerintab dacrah
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 44 myat (2) peraturan
Bupat ini,

Kepala daerah wajib melakukan  penyesualan  terhadap
laporan keusngan berdssarkan hasil pemeriksaan BPK alas
laporan keuangan ;a_aia'mm*{nt;ah daerah,

PROSEDUR:DAN 'rE{{?ﬁg Fﬁé‘ém NGGLUNGIAWABAN
Pasal 46

Pertanggungiawaban Belanja Pegawal Non Gaji dan Tunjangan
Lainnya bagl Pegawal Daerah harus memenubli persyaratan
sebagal berikuat:

a, keputusan/ketentuan yang mengatuar;

b. daf&z’lr__p-;‘ngrhﬁa-an AT,

¢ kuitansi derigan metersi secukupnya sebagaimana contoh
vang tercantum pada Lampiran | Peraturan Bupac ini;
dafter hadir;

sural perintah kerja lembur;

daftar hadir kerja-lembus; dan

® oo

berita acara serah terima sebdpaimana tercantum dalam
Lampiran VI vang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupat i

Persyaratan tersebut diates disesuaikan dengan Obyek
Belanja vang dipertanggungiawabkan.

Pasal 47
Pertangzpungjawaban  pelaksanaan  pengadaan Belama
Barang/Jasa dan Belamga Moedsl untok  Penpadaan
Barang/Jesa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000,000,00
[sepulizh juts rupiah) memenling pergyaratan sebagal berikun

b



(2}

()

e

A, kuitansi dengan meterm secukupnya scbagaimana
tereantum pada Lampiran | vang merupakan bagian yang
tidak terpisalikan dari Peraturan Bupati inijdan

b, dokumen proses pengadaan sebagaimana contch yang
tercantinn pads bampiran 1 Peraturan Bupatl ini

Pertanggungiawaban  pelaksangan  peéngadaan  Belanja

Barang/Jasa dan  Helanja  Mopdal untuk  Pengadasn

Barang/Pekerjgan  Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya

sampal dengan Rp. 50:000.000,00 (lima pulub juta rupiah)

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

. kaltansi dengan  meteral  secukupnya  sebagaimana

terdantum pada Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan darl Persturan Bupati ini; dan
b. dekumen proses pengadaan sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampirao [V yvang merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dari Peratiran Bupati ini;
Pertanggungiawaban  pelaksanaan  pengadaan Belanja
Barang/Jasa dan’ Belamja Modal untuk Pengadaan Jasa
Konsultan dengan nilai sampal dengan Rp. 100.000.000,00
(seratus: juts  tupiahl, dan  Pengadean Barang/ Pekerfaan
Konetruksi/Jasa lLainnya vang nilainya samipai dengan
Rp.200,000.000,00 |dua ratus juta rupiah) memenuhi
persyardatan Schagal berikat
4, kuitanst dengan  meteral  seculupnye  oscbagaimana
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian vang
tidak terpisahkan.darl Peracuran Bupati ing,
b. dokumien proses penpadaan sebagaimans contoh yang
tercantum pada Lampiran V vang merupakan bagisn yang
tdak terpisshkan dari Peraturan Bupati ini; dan
dokumen lsin  vang dipersyaratkan dalam Bukt

i

Perjanjian.
Pengadaan dengan tata cara pembelian melalii sistem katalog
eleltronik  |e-purchasing) mefnenuii pergyaratan  sebagal
berikuat:
g kuitanst dengan meteral secukupnya zebagaimana contoh
vang tercantum pada Lampiran [ Peraturan Bupati ini;

dan



18]

{7}

8)

(1}

b, Dokumen yang diperfukan sesual dengan tata cara
pembelian melalui sistem katalog elektronikie-purchasing),
seperti |
1. surat pesanan dari e-purchasmg;

2. daftar pesanan produk dari dan e-purchasing
3. berita Acara Pemerilesaan dan serab terima barang;
4. berita. Atara Penerimaan Barang,

Pertanggungjawaban Makaran dan Minuman untuk keglatan

yang melibatkan pihak ke-lll (non rapal] sebagaimana

dimakeud Pasdl 19 ayat (13) haraf ¢ dan huraf d°memenubi
perayaratan sebagal berikut

., Kuitansi dengan rmmeteral  secubupnya  sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahlan dar Peraturan Bupatl ing;

. doloimen proses pengadsan sebagaimana contoh yang

téreantum pada lampiran Perataran: Bupsati inixdan
©. nndangan/surat pemberitahuan atan sejenispya, daftar
hadir  danfatan fots pélaksanasn  kegiafan, laperan
.pﬁ!:a,ks_éuiaa;; kegiatan, dan Berita Acara Serah Terims
kepada Kerlap /Ketua dan sebagainya.
Belanja Makanan dan Minuman | yang meppgunakan
pengusaha/ penyedia jasa carering, restoran, warung makan
dan sejenisnyva dan telah terdaftar sebaga wajib pajak daerah
di Kabupaten Buleleng, wajib melampirkan Surat Keterangan
Bukt Lapor.
Pergadaan Barang/Jasa yang besarnya aelain sebagzimana
dimaksud pada avat (1) dilaksanakan  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelols dilakukan sesuai
dengan ketentuan pérataran pemhd‘ang-un‘dan%an:

Pasal 48

Pertanggungiawaban  péngeunaazn Bahan Bakar Minyak

meliputi:

A, kaitanst denpgsn  meteral  secukupnya sebagaimana:
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. print owt darf  siesiun pengisian  behan  bakar
(SFBU) [ Vorker pengisian BEBM; dan



¢ rekap pengisian Bahan Bakar Minyak sebapaimana
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan hagian
yang tidal terpigahkan dart Peraturan Bupatl g

(3} Dalarn hal print ot sebupaimana dimalksud pada ayat (1)

1]

(2]

(3)

tidak diperoleh/mesin  cetak rusale. maka dilengkapi
slrat/ buke lain yang sah serta surat keterangan dari stasiin
pengisian bahan bakar (SPBU).

Pagal 44

Pertanprungiawaban biaya perjalanan dinas jabatan VR |

a4, Surat tugas yapg sah dari atasan pelaksanan SPD;

b. BP0 yang telah ‘ditandatangsni eleh  pejabat  yang
berwenang dan pefabat di tempat pelaksanaan perialanan
dinas atsu pihak terksit vang menjadi Tempat Tujuan
perjalanair dimas;

¢, tiket pesawarl, boarding pass, airport tax, retribusi, dan
bkt pembayaran moda transportast lainnya;

d, daftar pengeluaran il (daiam hal tidak dipercleh bukti
pembayaran),

e, bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dajam
kota berupa kuitanst atgu bukt pembayaran lednnyd yang
dikeluarkan oiéh Badan usaka yang bergerak di bidang
jasa penyewaan kendaraan,

{. laporan pelaksanaan perjalanan dinas;

g, buktl pembayaran hete] atau tempat menginap lainnya.

Perjalanan  dinas mengikut  Fapat] seminar/ pertermuan
sejenis, Penanganan Perkara dan Pelaksanzan tugas khusus
di huar kantor dengan memenihl syarat §

o, murat undangsn darl penyelenpgara rapat/seminar/
pertemuan sejenis) idatam husl miengikutl
rapat/seminar pertemuar T ey

b surat penntah mengilutl/ menghadiri
rapat/seminar/pertemuan  sejenis, Perangenan Perkara
dan Pelaksanaan tugas Khusus di luar karitor]

¢, laporan  hasil  rapal/seminac/pertemuan  sgjenis,
Penanganan Perkara dan Pelaksanaan tugas khusus di
luar kansor,

Perjalanan dinas Luar Neger sesual dengan Ketentuan yang

berlaku.



Pasal 30
Contoh format kelengkapan pertanggungiawaban -sebagaimana
tercantum dalam  lampiran vang merupakan bagian tidak
terpisahkarn dari Peraturan Bupat ini.

. BaRI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ol
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal 1 Januari 2018,
Agar setiap orang mengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupatl inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bulelerg.

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 31 Desember 2018
SERRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG.

DEWA KETUT F'EJEPAEA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 117
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